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ABSTRAK :    -  Bahwa peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam 

mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng sangat signifikan, disisi 

lain eksistensi usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menghadapi 

kendala dari segi permodalan, disamping kendala-kendala pemasaran, 

manajemen/sumber daya manusia dan teknologi;  

Bahwa dalam rangka membantu dan mendorong usaha Mikro, Kecil, 

Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan yang memadai, 

maka Pemerintah Kabupaten Buleleng, mengeluarkan kebijakan untuk 

membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh 

akses permodalan pada sumber-sumber pembiayaan baik dari lembaga 

keuangan Bank maupun non Bank; 

Bahwa untuk memperoleh dan mendapatkan akses permodalan melalui 

sumber-sumber pembiayaan, baikdari lembaga keuangan Bank, maupun 

non Bank, usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi banyak terkendala 

yang disebabkan tidak memiliki jaminan, sebagai salah satu persyaratan 

memperoleh akses permodalan 
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- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  

 Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Kepada 

Perseroaan Terbatas Lembaga Penjaminan Kredit Provinsi Bali, dengan  

sistematika sebagai berikut:  

1. Ketentuan Umum;  

2. Tujuan;  

3. Jumlah dan Tata Cara Penyertaan Modal; 

4. Penutup. 
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